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PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAII UTARA
NOMOR 2/KEP/HIK/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH AT AS (SMA)
DAN SEKOLAI MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN TIMOR TENGAIX UTARA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat  kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara Jain kewenangan di
Bidang Pendidikan; o

b. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan  Pendidikan
Menengah Universal (PMU) serta menampung lulusan Sekolah Menengah
Pertama pada lokasi tertentu yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan
pendidikan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu didirikan
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten
Timor Tengah Ultara;

Mengingat : |. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah- daerah
Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958,
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 fentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara ‘Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014, Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); ,

5. Peraturan Pemerintah Nom.or 55 'l'ah-un 1998 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Perturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3764); ’

7 ::E:::II?J;;:;"llclmaeril“mh Nomor 19 'l'u!um 2005 ' te'n.lang Standar Nasional
'!"unbulu:. ](. ;tirtl J{ﬂl’illl Negara RCI..IlIh]Ik lnd_oncsm Fabun 2005 Nomor 41,

ai ]’:;r-uu;;.u IP{.:(],::I‘)::nP: Negara Rc‘pl'll.)llk Indonesia Nomor 1490);

!’Ull‘gilwu‘;ull P:,::-l"-ll‘lnl bl 7;) li.ll.llln 2005 tentang Pedoman Pembinann dl!“
[ndmng:‘ o )'21, urlggunmn | cmw.':r‘mlalmn Dacrah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesin Nomor
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0 Pvauran Pemerint h Nomor 38 Tahun 2{)0? tentang l’cmlmgim} 'l_Jl'ueeian
h Pe norintahan  Ant o Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah I’|:uvm:;1 (un
Pe 1 erintahan Daers h Kabupaten/lCota (Lembaran Negara Republile Indonesia

- AT737),

10 11—‘::r:'::::ll'ign?f\/ltft(:lllti“ :’cnd)idikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
’S'.;-n‘l:u' [si untuk Sa nan Pendidikan Dasar dan Menengah; )

11. X 2putusan Menter Pendidikan Nasional Nomor [?GOIUIZ{)OZ tentang Pedoman
Poadirian, Perubaha 1 dan Penutupan Satuan P_cn(lldllcan;_

12, Poraturan Dacrah K abupaten Timor Tengah Utara Nomor 8.Tahm'1 2008 tentang
Oigonisasi dan Taa Kerja Dinas Daerali Kabupaten Timor Tengah Utara
(L :mbaran Daerah Kabupaten . Timor Tengah Ul'ara‘ Nomor 8 Tahun 2008,
Tambahan Lembar.n Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8)
schagaimana telah d ubah beberapa kali teralchir dengan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2014 tet tang perubahan ketiga atas l’eraluran- Dgerah Kabupate_n
Ti nor Tengah Utar.. Nomor 8 Tahunn 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabuaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Tinor Tengah' Utaa Tahun 2014 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah
K: bupaten Timor Tt ngah Utara Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetaplian

KESATU Mendirikan Sekol th Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) di Kabujaten Timor Tengah Utara dengan nama-nama Sekolah
sebagaimana terca itum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : tietcolah-sekolah  ebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan
ini telah beroperzsi dan dianggap layak untuk ditetapkan sebagai satu Unit
fiatuan Pendidikan yang definitif;

KETIGA

‘{eputusan ini mulii berlaku pada tanggal ditetapkan.

>

:?——B&'t_&;;\éb di Kefamenanu
| ada}qﬂggh_ 2 Januari 2015
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TIMIPTIRAN ¢

NOMOR 2/ (EP/HIK/2015

T NTANG

PENDIRIAN SLKOLAH MENENGAITI ATAS (SMA)

HEPUTUSAN BUPA U1 TIMOR TENGAH UTARA

SEKOLAI AENENGAH KEJURUAN (SMI<)

DI KABUP TEN TIMOR TENGAH UTARA

Mandiri TTU

No | NamaSckolah | Desa/lelurah Kecamatan Tahun Status Sekolah
nn S Rintisan
©_ T SMAN Desa Tuabatan  Miomaffo Tengah 2011 Negeri
Miomaffo Tengal
D SMAN Desa Oenenu Bikomi Tengah 2011 Negeri
Binino |
3 SMA Kelurahan KKota Kefamenanu 2011 Swasta
Dharma Ayu Tubuhu'e Akta Yayasan Dharma Ayu
Kefamenant Kefamenanu telah disahkan
Menteri Hulcum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia,
Nomor C-509.HT.03.01-TH.
2006, tanggal 29 Desember
_ 2006
4 | SMKN Nibaaf Desa Niba'af Noemuti 2011 Negeri
5 SMKN Paisanaunu | Desa Biboki Tanpah 2011 Negeri
| Oerinbesi
6 SMK IKesehatan Kelurahan Kota Kefamenanu 2012 Swasta.
St. Agustinus Kefa Selatan Akta Yayasan Nusa Jaya
Kefamenanu Kefamenanu telah disahkan
Menteri Hulkkum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia,
Nomor AHU-250.A.H.01.04,
Tahun 2014
B tanggal 08 Januari 2014
7 SMK Intan Kelurahan Kota Kefamenanu 2013 Swasta.
Kefamenanu iCefa Selatan Akta Yayasan Cerdas Timor
Kefamenanu telah disahkan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia,
Nomor AHU-01215.50.10.2014,
L ; tanggal 29 April 2014
8 | SMK Tri Karya Desa Nian Miomaffo Tengah 2013 Swasta.

Alta Yayasan Tri Karya
Mandiri Timor Tengah Utara
telah disahkan Menteri Hulkum
dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Nomor
AHU-02252.50.10.2014,
tanggal 26 April 2014
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PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jin Jend.Sudirman telp. (0388) 31145 Kefamenanu - 85613

SURAT REKOMENDASI
Nomor : Pend. 422/772/\W/PPO/TTU/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. Vinsensius Saba
NIP : 19581231 198702 1 038
Jabatan . Kepala Dinas Pemdidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Timor Tengah Utara

Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Lembaga : Panitia Pendiri dan Penyelenggara SMA Miomaffo Tengah
Alamat : Tuabatan, Kecamatan Miomaffo Tengah
Nama Ketua : Rm. Yoseph Nahak Ii, Pr

Untuk menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013.

Pihak panitia pendiri dan penyelenggara bertanggung jawab atas proses pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar, biaya operasional, dan perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai
latar belakang disiplin ilmu yang diisyaratkan serta sarana prasarana sesuai standar. Pihak
pemerintah akan menerbitkan Surat ljin Operasional sekolah setelah melakukan evaluasi
atas proses pelaksanaan belajar mengajar selama 3 tahun.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu, 24 April 2012
A Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
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BERITA ACARA SERAH TERIMA TANAH
UNTUK BERDIRINYA SMA NEGERI MIOMAFFO TENGAH

Pada han ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Nopember 2011, kami masing-masing pihak
yang bertanda tangan di bawah ini

l. 1 Nama  Rm. YOSEF NAHAK II, Pr
Jabatan : Pastor Paroki St. Nikolas Bijaepasu
Alamat : Bijaepasu, Kecamatan Miomaffo Tengah

N

Nama : CONSTANTINUS TOINJAAS
Jabatan : Pemangku Adat (Tobe)

Alamat : Tuabatan, Desa Tuabatan Barat, Kecamatn Miomaffo Tengah
Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

1. 1 Nama - PAULINUS LIDJ BANA
Jabatan : Kepala Desa Tuabatan

Alamat : Tuabatan, Desa Tuabatan, Kecamatan Miomaffo Tengah

2 Nama - DOMINIKUS BANA
Jabatan : PL KB Kecamatan Miomaffo Tengah

Alamat : Tuabatan, Desa Tuabatan, Kecamatan Miomaffo Tengah
Selanjutnya disebut . PIHAK KEDUA

Bahwa, PIHAK PERTAMA melalui hasil kesepakatan bersama diantara keduanya, telah

menyerahkan sebidang tanah seluas 1,5 Ha, yang terletak di Fatusene, Desa Tuabatan, dengan batas-
batas wilayah Sebagai Berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan SDK Tuabatan

Sebelah Timur berbatasan dengan Laurensius Eni dan Yosef Tefa Loin
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Eban — Kefa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan

Selanjutnya PIHAK PERTAMA menyerahkan tanah Suku TOINJAAS sesuai dengan batas
tersebut di atas, kepada PIHAK KEDUA, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Timor
Tengah Utara, melalui Kecamatan Miomaffo Tengah, tanpa uang sirih pinang dan uang pengganti
lainnya.untuk selanjutnya digunakan sebagai pembangunan fasilitas umum berupa pendirian satu
unit Sekolah Baru yakni Sekolah Menengah Atas Negeri Miomaffo tengah dan fasilitas Pemerintah
lainnya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,

1. PAULINUS LIDJ BANA
(KADES Tuabatan)

2. CONSTANTNUS TOINJAAS
(Pemangkua Adat)

2. DOMINIKUS BANA

SAKSI-SAKSI :

1. Wilibrodus Loin, S. Ag
2. Karlus Taek
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